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ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINJAI 
 
Analysis Influence of Tourism Sector to Regional Income in Sinjai 
 
Fakhrul Indra Hermansyah 
Abd. Hamid Paddu 
 Sultan Suhab  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, tingkat 
infrastruktur, serta jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah melalui 
PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang didapat melalui Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor 
Badan Pendapatan Daerah, dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan 
program Gretl. Hasil penelitian ini menunjukkan dari tahun 2007-2016, PDRB 
sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli 
daerah. Jumlah wisatawan dan tingkat infrastruktur berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui PDRB sektor pariwisata. 
Sedangkan, jumlah objek wisata tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan 
asli daerah melalui PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai. 
 
Kata Kunci : PDRB Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah 
Wisatawan, Tingkat Infrastruktur, dan Jumlah Objek Wisata.   
 
 
This research is to analyze the influence of tourist numbers, infrastructure 
degree, and amount of tourism object to regional income from Gross Regional 
Domestic Produft of Tourism Sector in Sinjai. This research used secondary data 
from the Department of Tourism, Department of Regional Revenue, and Central 
Agency on Statistics in Sinjai. The analysis technique used is multiple linear 
regression with Gretl. The results of this research are Gross Regional Domestic 
Product of Tourism Sector ad influence positive and significant on the Regional 
Income. Tourist number and infrastructure degree ad influence positive of Gross 
Regional Domestic Product of Tourism Sector. Meanwhile, amount of Tourism 
Object did not have influence to Regional Income from Gross Regional Domestic 
Produft of Tourism Sector in Sinjai 
 
 
Keywords: Gross Regional Domestic Product of Tourism Sector, Regional 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Otonomi daerah yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk 
mendesain langkah-langkah kongkrit dalam menyusun rencana strategi 
pembangunan agar dapat mengangkat potensi-potensi daerah menjadi sumber 
penerimaan ekonomi dan sekaligus sebagai peluang untuk menciptakan peluang 
pencapaian kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu program perencanaan pembangunan yang menjadi perhatian 
pemerintah daerah adalah pengembangan sektor pariwisata yang merupakan 
salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian daerah sesuai 
dengan potensi yang dimiliki. 
Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air 
dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian masyarakat, serta harus 
benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai bagian untuk 
memperbaiki tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-
cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Kegiatan pembangunan juga dilaksanakan 
diberbagai sektor termasuk diantaranya sektor pariwisata ditingkat daerah yang 
memperhatikan potensi dan prioritas tiap-tiap daerah. 
 Keinginan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Indonesia 
pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor seperti berkurangnya peranan 
migas sebagai penghasil devisa, karena itu sektor pariwisata merupakan salah 
satu yang potensinya menjanjikan harapan terciptanya kesejahteraan 
masyarakat pada masa mendatang dan disamping itu juga dapat meningkatkan 





pengembangan ekonomi, sehingga mendapat prioritas cukup tinggi untuk 
meningkatkan penghasilan negara. Banyak kegiatan yang terkait dengan industri 
pariwisata. Hal ini berarti banyak industri lain yang dapat digerakkan oleh industri 
pariwisata seperti kegiatan biro perjalanan, transportasi, perhotelan, restoran, 
kesenian dan budaya daerah, kerajinan rakyat, guider untuk memandu 
wisatawan, pameran dan olah raga internasional yang diselenggarakan di 
daerah-daerah, dan kegiatan-kegiatan lainnya (Badrudin, 2001).  
Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, 
apabila masyarakat luas dapat lebih berperan atau ikut serta secara aktif. Agar 
masyarakat luas dapat lebih dapat berperan serta dalam pembangunan 
kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang 
dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa 
yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal 
yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut. 
Pembangunan di sektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara 
mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi 
kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi 
yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau 
pendapatan asli daerah, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha 
dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat. 
Menurut Soekadijo (2000) tujuan pengembangan pariwisata adalah untuk:  
a) untuk meningkatkan pendapatan devisa negara serta pendapatan 
masyarakat  memperluas kesempatan kerja, dan mendorong kegiatan 
industri lainnya;  
b) memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan;  





Kabupaten Sinjai sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang 
memiliki potensi wilayah lautan, daratan dan pegunungan dengan luas wilayah      
223 km2  dan memiliki  jumlah penduduk  238.099 Jiwa menyimpan potensi 
obyek wisata yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan sebagai potensi 
sumber penerimaan dan pendapatan daerah, dengan begitu sektor pariwisata 
dapat ditingkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Kabupaten Sinjai sendiri merupakan daerah yang masih berkembang 
dimana segala sektor nya masih belum bisa dikatakan telah maju, meskipun 
Kabupaten Sinjai memiliki sektor unggulan, yakni mengandalkan sektor 
pertambangan dan pertanian. Sektor pariwisata sendiri dapat dikatakan belum 
mampu dikembangkan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, 
pemanfaatan potensi sektor pariwisata belum mampu diolah secara maksimal, 
sehingga masih sangat jauh untuk dibandingkan dengan pariwisata yang 
terdapat di daerah-daerah lain seperti bulukmba, bantaeng, takalar, hingga tana 
toraja. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Sinjai adalah, 
keadaan daerahnya yang berada di bawah kaki Gunung Bawakaraeng dan 
terdapat banyak daerah pesisir. Hal itulah mestinya sangat perlu menjadi 
perhatian oleh pemerintah daerah. Berikut adalah perkembangan PAD, PDRB 
sektor pariwisata, jumlah wisatawa, panjang jalan kondisi baik, dan jumlah objek 






Gambar 1.1 Perkembangan PAD (rupiah), PDRB Sektor Pariwsata (rupiah), 
Jumlah Wisatawan (jiwa), Panjang Jalan Kondisi Baik (km), dan 
Jumlah Objek Wisata (buah) Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2016. 
 
 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan BPS 
Kabupaten Sinjai 
 
Pada gambar diatas juga menunjukkan tren perkembangan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), PDRB Sektor Pariwisata, jumlah wisatawan, panjang jalan 
kondisi baik, dan jumlah objek wisata dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir 
(2012-2016). Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menunjukkan kenaikan, 
begitu pula dengan PDRB Sektor Pariwisata, jumlah wisatawan, dan jumlah 
objek wisata namun kenaikan trennya sangat lambat. Sedangkan panjang jalan 
kondisi baik sebaliknya mengalami turun naik dimana pada tahun 2012 
sepanjang 507,15 km berkurang menjadi 439,99 km di tahun 2013, lalu pada 
tahun 2013-2015 terus mengalami pertambahan panjang jalan hingga 471.81 
km, kemudian tahun 2016 turun lagi hingga 446,86 km, berdasarkan fakta 



































perlu dilakukan demi peningkatan berbagai sektor khususnya sektor pariwisata, 
dengan demikian Pendapatan Asli Daerah pun diharapkan mampu meningkat 
dalam waktu yang pesat. 
 Terlihat pula bahwa jumlah PDRB Sektor Pariwisata masih sangat kecil 
dibanding jumlah PAD dalam rentang waktu 2012-2016. Kenaikan tren yang 
lambat pada PDRB Sektor Pariwisata, jumlah wisatawan, dan jumlah objek 
wisata juga memberikan gambaran bahwa sektor pariwisata perlu 
pengembangan, pembenahan, dan pembangunan yang harus disegerakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sinjai, dengan memperhatikan pula bahwa sektor 
pariwisata memiliki potensi yang besar jika dikelola secara serius, secara efektif, 
dan secara efisien. Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, maka judul skripsi 
ini adalah “Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB 
sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sinjai, maka 
penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut. 
1. Apakah jumlah wisatawan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
melalui PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai? 
2. Apakah tingkat infrastruktur mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) melalui PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai? 
3. Apakah jumlah objek wisata mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 








1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRB sektor pariwisata di 
Kabupaten Sinjai. 
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat infrastruktur terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRB sektor pariwisata di 
Kabupaten Sinjai. 
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah objek wisata terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRB sektor pariwisata di 
Kabupaten Sinjai. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat kepada: 
1. Penulis 
Sebagai bahan untuk menambah wawasan khususnya tentang 
sektor pariwisata, kedepannya diharapkan penulis dapat memberikan 
kontribusi pengetahuan dalam pandangan tentang sektor pariwisata 
2. Pemerintah 
Sebagai pengambil kebijakan, pemerintah diharapkan mendapat 
informasi yang berguna dalam menentukan kebijakan yang tepat guna 








3. Referensi bagi penelitian yang lain 
Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai referensi bagi penelitian yang lain. Selain itu dapat pula 






2.1  Landasan Teori 
2.1.1 Dasar-dasar Penerimaan Pajak (Tax Based) 
Menurut UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan 
Perpajakan, pajak merupakan suatu konstribusi wajib kepada negara yang 
terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa, namun tetap 
berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara 
langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.  
 Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak juga dapat dipandang 
dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk 
mengerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi 
rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, 
sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur 
permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang keuangan pajak 
dipandang sebagai bagian yang sangat penting. 
 Sedangkan menurut Soemitro (1990) dalam Waluyo (2008:3) pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
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umum. Dari ketiga definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip 
mengenai pajak, yaitu perbedaan mengenai ketiga definisi tersebut hanya pada 
penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. 
Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur, bahwa pajak adalah : 
1. Iuran dari rakyat kepada negara. 
2. Berdasarkan  undang-undang. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara atau Daerah, yakni 
pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  
5. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang 
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya 
menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi 
kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. 
Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:27) adalah sebagai 
berikut : 
a. Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.  
b. Fungsi regulerend, pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 
Contoh : 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
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c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 
produk Indonesia di pasaran dunia. 
Menurut Waluyo (2008:12) terdapat berbagai macam pajak yang dapat 
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelempokan menurut golongan, menurut 
sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.  
1. Menurut golongan 
Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu pajak langsung 
dan pajak tidak langsung. 
a. Pajak Langsung 
Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus 
dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan 
atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi 
beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian 
administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. 
Contoh: Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak 
tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 
b. Pajak Tidak Langsung 
Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada 
akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak 
ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung 
terjadi jika terjadi suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan 
terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: 
Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Untuk 
menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak 
langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur 
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yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur 
tersebut terdiri atas: 
1. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis 
diharuskan melunasi pajak 
2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu 
beban pajaknya. 
3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-
undang harus dibebani pajak. 
Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seorang, maka pajaknya disebut 
pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih 
dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung. 
2. Menurut Sifatnya 
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak 
subyektif dan pajak obyektif. 
a. Pajak Subyektif 
Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan 
pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya, harus ditemukan 
alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan 
materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Contoh jenis pajak ini adalah 
Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Objektif 
Pajak Objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa 
benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari 
subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, 
dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di 
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Indonesia ataupun tidak. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 
3.  Menurut Lembaga Pemungut  
Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak 
Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.  
a. Pajak Negara ( Pajak Pusat) 
Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh 
departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara 
1) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak 
a) Pajak Pengasilan  
b) PPN (penyerahan lokal) 
c) Pajak Bumi dan Bangunan 
d) Bea Materai 
e) Bea Lelang 
2) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)  
b. Pajak Daerah 
Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti 
propinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-
masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah 
masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari: 
1) Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) 
Contoh : Pajak Kendaraaan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 
Permukaan, dan Pajak Rokok. 
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2) Pajak Daerah Tingkat II ( Kabupaten/Kota) 
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 
Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan. 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat Mardiasmo (2016:4) sebagai 
berikut: 
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, 
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil 
dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak 
untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 





4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
 
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah. (Mardiasmo, 2002:132) 
Menurut Samsubar Saleh (2003) pendapatan daerah merupakan suatu 
komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen 
yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam 
rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah. 
Pemerintah daerah secara umum masih menghadapi permasalahan 
dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari 
pendapatan asli daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya 
sumber daya manusia dalam mengelola penerimaan didaerah. Menurut 
Mardiasmo (2002:146) masalah-masalah yang disebutkan tersebut adalah 
sebagai berikut :  
1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan 
kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiskal.  
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2) Kualitas layanan public yang masih memperihatinkan menyebabkan 
produk layanan public yang sebenernya dapat dijual kepada 
masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan 
keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi 
daerah.  
3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.  
4) Berkurangnya dan bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak 
memcukupi). 
5) Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.  
Menurut Halim (2004:67) pendapatan asli daerah merupakan semua 
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut 
pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa sumber 
pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan 
Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri atas: pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD 
yang sah, dijelaskan sebagai berikut. 
1. Pajak Daerah 
 Menurut Siagian (2000), dalam bukunya yang berjudul Pajak Daerah 
Sebagai Keuangan Daerah, pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pajak 
Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah 
dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak 
daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 




 Jenis Pajak Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu 
a) Jenis pajak provinsi terdiri atas 
1) Pajak Kendaraan Bermotor; 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
4) Pajak Air Permukaan; dan 
5) Pajak Rokok akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 
1 Januari 2014. 
b) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas 
1) Pajak Hotel; 
2) Pajak Restoran; 
3) Pajak Hiburan; 
4) Pajak Reklame; 
5) Pajak Penerangan Jalan; 
2. Retribusi Daerah 
Menurut Yani (2008) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan         
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah 
satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan 
dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi 
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan 
menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi 
kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.  
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Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya 
disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah 
daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.  
Dari beberapa teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi 
daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
terhadap setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas-fasilitas atau 
tempat penggunaan atau mendapat jasa yang telah disediakan oleh pemerintah 
daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Retribusi untuk 
kabupaten/kota dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 
1. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-
masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi 
perizinan tertentu. 
2. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang 
diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa 
usaha (Kadjatmiko, 2002:78).  
Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek 
pendapatan adalah: retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi 
pelayanan pasar, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa 
usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat 
penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah 





3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik 
Daerah yang Dipisahkan  
Menurut Halim (2004:68), “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil 
Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan 
Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan”. Jenis pendapatan ini meliputi objek 
pendapatan berikut:  
1) bagian laba Perusahaan milik Daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan 
Bank,  3) bagian laba lembaga keuangan non Bank, 4) bagian laba atas 
penyertaan modal atau investasi. 
4. Lain-Lain PAD yang Sah  
Menurut Halim (2004:69), “pendapatan ini merupakan penerimaan daerah 
yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. Menurut Halim (2004:69), 
jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut: 1) hasil 
penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) 
penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) 
penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah. 
 
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Menurut Todaro (2000), pendapatan perkapita merupakan salah satu 
indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah 
dalam periode tertentu, yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga 
konstan. PDRB yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi 
perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur 
produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang 
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manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan 
akan produk-produk pertanian). 
Menurut Nasrull (2010), PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai 
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau 
merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 
unit ekonomi di suatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan 
perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka 
memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (income) yang 
relatif besar. Artinya kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. 
Semakin besar tingkat PDRB masyarakat maka semakin besar pula 
kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada 
akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Kabupaten Sinjai. 
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dihitung melalui 3 
pendekatan, yaitu : 
• Segi produksi, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan 
jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan 
lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). 
• Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) 
yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam 
proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu 
(satu tahun). 
• Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang 
dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non 
profit biasanya 
dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). (Sadono Sukirno,1994). 
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Dalam penyajiannya, PDRB selalu dibedakan atas dua, yakni atas 
dasar harga konstan dan atas dan dasar harga berlaku. Adapun defenisi 
pembagian PDRB ini adalah sebagai berikut: 
• PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa 
(komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai 
dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. 
• PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa 
(komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai atas dasar 
harga tetap. 
Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur 
pertumbuhan ekonomi karena nilai PDRB atas dasar harga konstan ini tidak 
dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga 
berlaku digunakan untuk melihat besarnya perekonomian suatu daerah. 
Untuk menghindari perubahan harga pada perhitungan PDRB, dilakukan 
atas dasar harga konstan, sehingga perubahan yang diukur merupakan 
pertumbuhan riil ekonomi. 
Dalam penghitungan PDRB, menurut lapangan usaha dibagi menjadi 9 
sektor yaitu : 
1. Pertanian, 
2. Pertambangan dan Penggalian, 
3. Industri Pengolahan, 
4. Listrik, gas dan air minum, 
5. Bangunan, 
6. Perdagangan, hotel dan restoran, 
7. Angkutan dan komunikasi, 
8. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan, 




Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 
2009, tentang kepariwisataan, disebutkan pariwisata adalah berbagai macam 
kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 
oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan 
kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 
yang bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud 
kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan 
masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan 
pengusaha. 
Pariwisata berasal dari kata yakni, Pari dan Wisata. Pari diartikan sebagai 
banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat 
diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan 
kata travel; dalam bahasa Inggris. Maka kata Pariwisata dapat diartikan sebagai 
perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke 
tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut tour (Yoeti, 2001). Pariwisata 
dapat juga diartikan sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan 
mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki 
kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan 
lain-lain, pariwisata bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh 
manusia masa kini.  
Istilah pariwisata ini mulai dipakai setelah tahun 1960 untuk mengganti 
istilah bertamasya, melancong atau piknik dan memberi pengertian yang 
sederhana dan sempit yaitu bepergian ke suatu tempat yang tidak jauh untuk 
sekedar bersantai. Sedangkan dalam era saat ini, alasan dan sifat perjalanan 
yang dilakukan dalam kaitannya dengan mobilitas pergerakan manusia ini, jauh 
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lebih luas. Oleh karena itu, pariwisata mengandung nilai ekonomi yang tinggi 
bagi pemanfaatan jasa tersebut sebagai komoditas ekonomi. Suatu perjalan 
dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi persyaratan yang diperlukan 
yaitu: 1) bersifat sementara, 2) bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak 
terjadi paksaan, 3) tidak bekerja yang bersifat menghasilkan upah ataupun 
bayaran. 
Menurut Pendit (2002) terdapat beberapa jenis pariwisata, yaitu : 1) 
Wisata Budaya; ini dimaksudkan dengan perjalanan yang dilakukan atas dasar 
keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan 
mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, 
mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, dan adat istiadat mereka, cara hidup 
mereka budaya, dan seni mereka. Sering perjalanan seperti ini disatukan dengan 
kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan budaya, seperti eksposisi seni 
(seni tari, drama, musik, dan seni suara) atau kegiatan yang bermotif 
kesejarahan dan sebagainya; 2) Wisata Kesehatan; hal ini dimaksudkan dengan 
perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk meninggalkan keadaan 
lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat 
dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti 
mata air panas yang mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat 
yang mempunyai iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat yang 
menyediakan fasilitas kesehatan lainnya; 3) Wisata Olahraga; Ini dimaksudkan 
dengan wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolah raga atau 
menghadiri pesta olahraga di suatu tempat atau suatu negara seperti : Asian 
Games, Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup, dan lain-lain. Olah raga lain yang 
tidak termasuk dalam pesta olahraga atau games misalnya: berburu, 
memancing, berenang, dan berbagai cabang olahraga di dalam air atau di 
23 
 
pegunungan; 4) Wisata Komersial; yang termasuk dalam wisata komersial ini 
adalah mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial 
seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Pada mulanya 
banyak orang berpendapat bahwa hal ini tidak dapat digolongkan dalam dunia 
kepariwisataan dengan alasan bahwa kegiatan perjalanan untuk pameran atau 
pekan raya ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusus mempunyai 
urusan bisnis. Tetapi dalam kenyataannya pada dewasa ini dimana pameran 
atau pekan raya banyak dikunjungi oleh masyarakat kebanyakan dengan tujuan 
ingin melihat yang membutuhkan fasilitas akomodasi dan transportasi; 5) Wisata 
Politik; jenis wisata ini meliputi perjalanan yang dilakuka untuk mengunjungi atau 
mengambil bagian dalam peristiwa kegiatan politik misalnya perayaan 17 
Agustus di Jakarta. Biasanya fasilitas akomodasi, dan transportasi serta berbagai 
atraksi diadakan secara meriah bagi para pengunjung. Disamping itu yang 
termasuk dalam kegiatan wisata politik adalah peristiwa-peristiwa penting seperti: 
konfrensi, musyawarah, kongres yang selalu disertai dengan kegiatan 
darmawisata; 6) Wisata sosial; yang dimaksud dengan wisata ini adalah 
pengorganisasian suatu perjalanan yang murah dan mudah untuk memberi 
kesempatan kepada masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan, 
seperti misalnya kaum buruh, pemuda, pelajar, mahasiswa, petani, dan 
sebagainya. Organisasi ini berusaha untuk membantu mereka yang mempunyai 
kemampuan terbatas dari segi finansial untuk dapat memanfaatkan waktu libur 
atau cuti sehingga dapat menambah pengalaman dan memeperbaiki kesehatan 
jasmaniah dan mental mereka; 7) Wisata Pertanian; wisata pertanian ini adalah 
pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek- proyek pertanian, 
perkebunan, ladang pembibitan, dan sebagainya dimana wisatawan dapat 
mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun untuk 
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sekedar menikmati aneka macam tanaman; 8) Wisata maritim (bahari); jenis 
wisata ini biasanya dikaitkan dengan kegiatan oleh raga di air, danau, pantai, 
teluk, dan laut. Misalnya: memancing, berlayar, menyelem sambil melakukan 
pemotretaan, kompetisi berselancar, mendayung, berkeliling melihat – lihat 
taman laut dengan pemandangan yang indah; 9) Wisata Cagar Alam; untuk jenis 
wisata ini biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang 
mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau 
daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan, dan sebagainya 
yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata ini banyak dikaitkan 
dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara pegunungan, 
keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh–tumbuhan 
yang jarang ditemukan di tempat lain. 
 
2.1.5 PDRB Sektor Pariwisata Terhadap PAD 
Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk 
mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. 
Meningkatnya PDRB akan menambah pendapatan pemerintah daerah untuk 
membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya dengan bertambahnya 
pendapatan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah 
kepada masyarakat yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 
masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar 
pajak dan pungutan lainnya. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa 
semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi 
pendapatan daerah. Jadi, dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini 
mengindikasikan akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah 
(Saragih, 2003).  
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PDRB sektor pariwisata memiliki peran yang cukup positif terhadap 
pengadaan perjalanan wisata itu sendiri sebab pada umumnya orang-orang yang 
melakukan perjalanan wisata adalah orang-orang dengan tingkat sosial ekonomi 
yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta tingkat 
pendapatan (income) yang cukup besar. Artinya kebutuhan hidup minimum 
mereka telah terpenuhi dan mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan 
wisata. 
Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka semakin 
besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang 
pada akhirnya meningkatkan PDRB sektor pariwisata dan berpengaruh positif 
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 
2.1.6 Jumlah Wisatawan 
Menurut Soekadijo (2001) wisatawan adalah orang yang mengadakan 
perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang 
didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang 
didatanginya. Mereka yang dianggap sebagai wisatawan adalah orang yang 
melakukan kesenangan, karena alasan kesehatan dan sebagainya: orang yang 
melakukan perjalanan untuk pertemuan-pertemuan atau dalam kapasitasnya 
sebagai perwakilan (ilmu pengetahuan, administrasi, diplomatik, keagamaan, atlit 
dan alasan bisnis) (Foster, D 1987, dalam Sukarsa 1999). 
Secara teoritis dalam Austriana (2005) semakin lama wisatawan tinggal di 
suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan 
di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari 
wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar 
pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah melalui PDRB sektor pariwisata. 
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Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) di suatu daerah juga akan semakin meningkat.  
Secara sederhana konsumsi sektor pariwisata merupakan barang dan 
jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan 
(needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) selama tinggal di Daerah 
Tujuan Wisata (DTW) yang dikunjunginya mulai dari paket perjalanan, 
akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, rekreasi budaya dan olahraga, 
belanja, dan lain-lain. 
2.1.7 Tingkat Infrastruktur  
Pengertian Infrastruktur menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan 
sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan 
gedung, serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan ekonomi 
maupun kebutuhan sosial. 
Menurut Kodoatie (2005), infrastruktur merupakan sistem yang menopang 
sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dengan 
sistem lingkungan, dimana sistem ini dapat dipakai sebagai dasar didalam 
mengambil kebijakan. Infrastruktur dapat dikatan sebagai jembatan antar sistem-
sistem yang terkait. 
Menurut Stone (1974), arti infrastruktur adalah berbagai fasilitias fisik 
yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan untuk 
memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal 
transportasi, tenaga listrik, penyediaan air, pembuangan limbah, dan pelayanan-
pelayanan lainnya yang serupa. Secara khusus, tingkat infrastruktur ini terlihat 
pada kondisi dan panjang jalan, khususnya kondisi jalan yang baik, yang 
merupakan hal penting yang pengembangan dan perbaikannya harus 
dioptimalkan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-
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hari dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sehingga, semakin baik tingkat 
infrastruktur suatu daerah yang terlihat pada kondisi dan panjang jalan, maka 
semakin banyak pula aktivitas perekonomian yang berjalan, menyebabkan PDRB 
pun meningkat. Pengaruhnya terhadap pariwisata, dimana orang yang datang 
melakukan perjalanan wisata semakin meningkat, dikarenakan kondisi jalan yang 
semakin baik tadi, maka secara otomatis terjadinya peningkatan pendapatan asli 
daerah, melalui pengaruh kenaikan PDRB sektor pariwisata. 
2.1.8 Jumlah Objek Wisata  
Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan 
karena mempunyai sumberdaya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia, 
seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun 
binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-
tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya (Adisasmita, 2010). 
Menurut Fandeli (2000), objek wisata adalah perwujudan daripada 
ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau 
keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. 
Sedangkan objek wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber 
pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungannya. 
Suatu objek wisata menurut Yoeti (1992) harus memenuhi tiga 
persyaratan, yaitu: 
a) Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai “something to 
see” (sesuatu untuk dilihat). Artinya, di tempat tersebut harus ada objek 
wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh 
daerah lain (pemandangan alam, upacara adat, kesenian) yang dapat 
dilihat oleh wisatawan. 
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b) Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah 
“something to do” (sesuatu untuk dikerjakan). Artinya, di tempat tersebut 
tersedia fasilitas rekreasi yang membuat mereka betah untuk tinggal lebih 
lama di tempat itu (penginapan/hotel yang memadai, kolam renang, 
sepeda air) sehingga mereka dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa 
dilakukan di rumah ataupun di tempat wisata lainnya. 
c) Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah 
“something to buy” (sesuatu untuk dibeli). Artinya, di tempat tersebut 
harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (shopping), terutama souvenir 
dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat 
asal masing-masing. 
Penggolongan jenis objek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang 
ditonjolkan oleh tiap-tiap objek wisata. Dalam UU No. 9 Tahun 1990 Tentang 
Kepariwisataan disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri dari : 
a) Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang 
berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna. 
b) Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, 
peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata 
petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan. 
Sujali (1989) mengemukakan bahwa bahan dasar yang perlu dimiliki oleh 
industri pariwisata dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu : 
a) Objek wisata alam (natural resources): Bentuk dari objek ini berupa 
pemandangan alam seperti pegunungan, pantai, flora dan fauna atau 
bentuk yang lain. Contohnya adalah pantai Bira, pantai Losari, gunung 
Bawakaraeng dan lain-lain. 
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b) Objek wisata budaya atau manusia (human resources): objek ini lebih 
banyak dipengaruhi oleh lingkungan/kehidupan manusia seperti museum, 
candi, kesenian, upacara keagamaan, upacara adat, upacara 
pemakaman atau bentuk yang lain. Contohnya adalah candi Borobudur, 
Keraton Yogyakarta, upacara sedekah bumi. 
c) Objek wisata buatan manusia (man made resources): objek ini sangat 
dipengaruhi oleh aktivitas manusia sehingga bentuknya tergantung pada 
kreativitas manusianya seperti tempat ibadah, alat musik, museum, 
kawasan wisata yang dibangun seperti Taman Mini Indonesia Indah, 
Monumen Mandala, Taman Ria Safari. 
Secara garis besar, bahwa suatu daerah yang memiliki keunikan kondisi 
wilayah terdapat potensi yang sangat besar dalam pengembangan dan 
pembangunan objek wisata. Dengan keunikan kondisi wilayah tersebut, objek 
wisata yang tersedia menjadi sangat bervariasi. Begitu juga dengan Kabupaten 
Sinjai yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Dengan demikian 
banyaknya jumlah obyek wisata yang ada, dan semakin membaiknya kualitas 
objek wisata yang tersedia, maka diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai melalui kenaikan PDRB sektor pariwisata 
itu sendiri. 
 
2.2. Hubungan Antar Variabel 
2.2.1 Hubungan Antara PDRB Sektor Pariwisata Pada Peningkatan PAD 
Hubungan PDRB sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), yaitu dengan meningkatnya PDRB sektor pariwisata akan menambah 
pendapatan daerah sektor pariwisata, sehingga akan mampu lebih berperan 
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dalam membiayai berbagai pembangunan-pembangunan khususnya di sektor 
pariwisata, dalam hal ini pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat.  
Pariwisata dikatakan sebagai suatu industri atau membentuk industri 
dimana produknya baik barang maupun jasa yang diperhitungkan dalam industri 
pariwisata berasal dari berbagai sektor yang sebagian atau seluruhnya 
dikonsumsi oleh wisatawan antara lain: akomodasi, agen perjalanan, hotel, 
restoran, transportasi, pramuwisata dan souvenir. Produk wisata ini merupakan 
rangkaian barang dan jasa yang saling terkait membentuk suatu industri 
pariwisata. Pengembangan pariwisata ini tidak dapat berdiri sendiri dan manfaat 
maksimal hanya dapat dicapai bila pertumbuhannya selaras dengan usaha 
pengembangan sektor-sektor lain. 
Dalam taraf perkembangan saat ini, sektor pariwisata telah menjadi 
industri yang bersifat internasional. Dari sektor pariwisata diharapkan mampu 
memperoleh devisa dalam bentuk pengeluaran uang bagi para wisatawan 
mancanegara maupun sebagai penanam modal asing industri pariwisata. 
Dengan kata lain, akan meningkatkan penerimaan suatu negara/daerah.  
Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata 
mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan 
waktu senggang serta pendapatan (income) yang relatif besar. Artinya 
kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup 
uang untuk membiayai perjalan wisata. Semakin besar tingkat pendapatan 
perkapita masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk 
melakukan perjalanan wisata, maka PDRB sektor pariwisata pun akan meingkat 




2.2.2 Hubungan Antara Jumlah Wisatawan Terhadap PAD Melalui PDRB 
Sektor Pariwisata 
 Pada dasarnya wisatawan ingin melihat sesuatu yang jarang, unik dan 
indah. Kebutuhan inilah yang akan mendorong pengembangan kreasi, 
penggalian, pemeliharaan atau pagelaran seni yang baik. Dari pengembangan 
seni budaya inilah yang pada mulanya menimbulkan adanya keuntungan 
ekonomi akan lebih menjurus kearah perkembangan jumlah daripada mutu yang 
baik maka seni budaya dengan mutu yang baik akan tetap menonjol dan tidak 
tenggelam. 
Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan 
mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata 
dengan pendapatan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil 
pajak/bukan  pajak. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Badrudin (2001), 
bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber pnerimaan daerah adalah 
industri pariwisata milik masyarakat daerah (Community Tourism Development 
atau CTD). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat 
memperoleh peluang penerimaan  pajak dan beragam retribusi resmi dari 
kegiatan industri pariwisata yang bersifat  multisektoral, yang meliputi hotel, 
restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, profesional convention 
organizer, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi. 
Secara teoritis dalam Austriana (2005) semakin lama wisatawan tinggal di 
suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan 
di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum 
dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan 
wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif 
untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan 
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konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan 
memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah.  Menurut Spillane 
(1987) belanja wisatawan di daerah tujuan wisatanya juga akan meningkatkan 
pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat secara langsung 
maupun tidak langsung melalui dampak berganda (multiplier effect). Dimana di 
daerah pariwisata dapat menambah pendapatannya dengan menjual barang dan 
jasa, seperti restoran, hotel, pramuwisata dan barang-barang souvenir. Dengan 
demikian, pariwisata harus dijadikan alternatif untuk mendatangkan keuntungan 
bagi daerah tersebut. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan 
wisatawan ke Kabupaten Sinjai, maka PAD akan meningkat begitu pula dengan 
PDRB sektor pariwisata Kabupaten Sinjai juga akan semakin meningkat. 
Konsumsi wisatawan di suatu daerah merupakan penggerak ekonomi 
pariwisata daerah tersebut. Hotel, restoran dan rumah makan, perdagangan 
cinderamata, dan kegiatan penunjang wisata lainnya akan menjadi hidup dengan 
konsumsi yang dilakukan oleh wisatawan terhadap produk-produk tersebut. 
Selalu yang diharapkan nilai konsumsi ini terus meningkat sehingga ekonomi 
pariwisata semakin berkembang. Jumlah wisatawan yang terus meningkat 
dibarengi dengan peningkatan nilai konsumsi wisatawan merupakan kondisi ideal 
yang sangat diharapkan. Kedua hal tersebut akan lebih memacu pertumbuhan 
ekonomi pariwisata di suatu daerah.  Peningkatan jumlah wisatawan tanpa 
dibarengi dengan peningkatan konsumsinya akan kurang bermakna, demikian 
juga sebaliknya. 
2.2.3 Hubungan Antara Tingkat Infrastruktur Terhadap PAD Melalui PDRB 
Sektor Pariwisata 
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital 
untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. 
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Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda 
penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi 
suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersedian 
infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang 
menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh 
pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi (Suratno, 2010). 
Tersedianya sarana infrastruktur yang memadai seperti, sarana angkutan 
(laut, darat dan udara), jalan raya, jembatan dan pos serta telekomunikasi yang 
baik, maka arus wisatawan ke daerah-daerah tujuan wisata dapat berjalan 
dengan baik dan lancar. Hal ini akan mempengaruhi kecenderungan arus 
wisatawan tersebut menjadi stabil dan menuju pada peningkatan. Dampak positif 
lain yang dapat dicapai adalah terbukanya daerah-daerah wisata yang terisolir 
serta mobilitas penduduk ikut meningkat. 
Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah 
lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lain dan lebih baik, penyediaan air 
bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya 
sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas 
hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri sebagai tuan rumah. 
Sepakat membangun pariwisata berarti sepakat pula harus membangun yakni 
daya tarik wisata “attractions” khususnya daya tarik wisata man-made, 
sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan 
pengkemasan. Karena jarak dan waktu tempuh menuju destinasi “accesable” 
akhirnya akan mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak 
untuk angkutan wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata “amenities” 
seperti hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan. Pembangunan 
infrastruktur pariwisata dapat dilakukan secara mandiri ataupun mengundang 
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pihak swasta nasional bahkan pihak investor asing. Perbaikan dan 
pembangunan insfrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh 
penduduk lokal dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam konteks ini 
masyarakat lokal akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan 
pariwisata di daerahnya. Namun, yang paling utama dalam pembangunan 
infrastruktur adalah tersedianya jalanan yang dalam kondisi baik agar akses 
menuju suatu daerah wisata lancar, aman, dan memakan waktu yang cepat. 
Oleh karena itu, semakin baik kondisi infrastruktur di Kabupaten Sinjai, yang 
dalam hal ini panjang jaolan kondisi baik, maka akan meningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai, melalui pengaruh PDRB sektor pariwisata 
Kabupaten Sinjai. 
2.2.4 Hubungan Antara Jumlah Objek Wisata Terhadap PAD Melalui PDRB 
Sektor Pariwisata 
Salah satu faktor yang membuat seseorang untuk mengunjungi suatu 
daerah adalah karena adanya obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi di 
daerah tersebut. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah, swasta dan 
masyarakat untuk menciptakan atau membuka obyek-obyek wisata yang menarik 
untuk dikunjungi. (Nasrull, 2010) 
Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) 
potensi yang dimiliki beraneka ragam, baik obyek wisata alam, budaya, maupun 
buatan yang terletak diberbagai tempat di berbagai kecamatan di Kabupaten 
Sinjai. Penambahan dapat terjadi apabila pemerintah daerah membangun obyek 
wisata baru, yaitu berupa obyek wisata buatan, atau membuka obyek wisata 
alam yang sebelumnya tertutup untuk umum.  
Namun, alangkah baiknya jika jumlah objek wisata terus dapat 
ditingkatkan, dan objek wisata yang telah tersedia dapat terus dikembangkan 
menjadi lebih baik agar nantinya semakin banyak orang yang dapat berkunjung. 
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Banyaknya jumlah objek wisata yang tersedia akan mempengaruhi peningkatan 
PDRB sektor pariwisata itu sendiri, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun 
akan meningkat.  
2.3 Tinjauan Empiris 
 Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk 
menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-
hasil penelitian terdahulu menyangkut penerimaan daerah sektor pariwisata. Ini 
disadari untuk melakukan penelitian perlu adanya suatu bentuk hasil penelitian 
terdahulu yang dijadikan rujukan atau referensi pembanding dalam penelitian, 
untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan rencana penelitian ini : 
 I Wayan Gede Sedana, 2011 dalam penelitian ini menganalisis pengaruh 
jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan retribusi obyek wisata, 
pendapatan asli daerah dan anggaran pembangunan kabupaten Gianyar tahun 
1991-2010 dengan menggunakan regresi linier untuk menganalisis apakah 
anggaran pembangunan daerah dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang 
berkunjung ke obyek wisata, retribusi obyek wisata dan pendapatan asli daerah 
(PAD). Hasil penelitian yang didapat adalah secara keseluruhan variabel obyek 
wisata dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
anggaran pembangunan daerah, hanya variabel jumlah kunjungan wisatawan 
yang tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pembangunan. 
 Berdasarkan penelitian Susiana (2003) menganalisis faktor yang 
mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata Kota Surakarta (1985-
2000). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh 
dari variabel-variabel independen terhadap penerimaan daerah digunakan 
adalah regresi linear berganda dengan penerimaan daerah dari sektor pariwisata 
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sebagai variabel dependen dan lima variabel sebagai variabel independen yaitu 
jumlah obyek dan atraksi wisata, jumlah kamar hotel berbintang dan melati 
terhuni, jumlah wartel dan pos-pos telepon, jumlah armada biro perjalanan wisata 
dan jumlah kunjungan wisatawan di kota Surakarta. Dari hasil uji signifikansi 
diperoleh bahwa secara keseluruhan semua variabel independen berpengaruh 
signifikan dan dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 76,5 persen. 
 Dalam penelitian Satrio (2002), tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen 
terhadap pendapatan pariwisata sebagai variabel dependennya. Alat analisis 
yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendapatan pariwisata 
sebagai variabel dependen dan empat variabel sebagai variabel independen 
yaitu jumlah rumah makan, jumlah sarana angkutan, jumlah pengunjung obyek 
wisata, jumlah kamar hotel dan dana pengembangan. Dari hasil uji signifikansi 
diperoleh bahwa tiga variabel yaitu jumlah rumah makan, jumlah sarana 
angkutan dan jumlah pengunjung obyek wisata berpengaruh positif terhadap 
pendapatan pariwisata pada taraf signifikan 5 persen dan variabel jumlah kamar 
hotel dan dana pengembangan berpengaruh negatif. 
 Dalam penelitian Austriana (2005), tujuan dari penelitian ini adalah  
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor 
pariwisata dan menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap 
pendapatan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah. 
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan penerimaan 
daerah sebagai variabel dependen dan lima variabel sebagai variabel 
independen yaitu jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel berbintang dan melati, 
jumlah sarana angkutan, pendapatan perkapita dan jumlah obyek wisata. Dari 
hasil regresi dan uji signifikansi dapat diperoleh koefisien regresi masing-masing 
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variabel sebesar 0,674 untuk jumlah wisatawan, 0,426 untuk jumlah kamar hotel 
berbintang dan melati, 0,410 untuk jumlah sarana angkutan dan 0,282 untuk 
jumlah pendapatan perkapita pada taraf signifikansi 5 persen dan jumlah obyek 
wisata berpengaruh negatif terhadap penerimaan daerah kabupaten/kota 
Propinsi Jawa Tengah dengan koefisien regresi sebesar -0,588. 
 Dalam penelitian Arief Eka Atmaja (2011), dari hasil analisis dalam 
penelitian ini dapat di simpulkan, secara bersama-sama variabel pengeluaran 
daerah, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. Secara individual, variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan 
PDRB dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, yang memiliki pengaruh 
terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang adalah Jumlah 
Penduduk. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi tertinggi yaitu 5.742. 
2.4 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan uraian tentang konsep tentang jumlah wisatawan, tingkat 
infrastruktur, jumlah objek wisata, sektor pariwisata dalam hal ini PDRB sektor 
pariwisata dan pemahaman tentang PAD, maka kerangka konsep dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Gambar 2.1 
Kerangka Konsep Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli 



















Dari tinjauan pustaka yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan 
penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat disimpulkan, yaitu : 
1. Diduga bahwa jumlah wisatawan, memiliki hubungan positif dan signifikan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRB sektor pariwisata 
di Kabupaten Sinjai. 
2. Diduga bahwa tingkat infrastruktur, memiliki hubungan positif dan 
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRB sektor 
pariwisata di Kabupaten Sinjai. 
3. Diduga bahwa jumlah objek wisata, memiliki hubungan positif dan 
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRB sektor 






3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan memfokuskan 
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sinjai. Dengan pertimbangan sektor pariwisata Kabupaten Sinjai 
memiliki potensi yang mampu dikelola dan dikembangkan secara maksimal yang 
dalam hal ini dimaksudkan PDRB sektor pariwisata agar mampu memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
3.2      Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data penelitian merupakan faktor yang penting yang 
menjadi pertimbangan yang menentukan metode pengumpulan data. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yaitu 
data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah diolah oleh pihak 
ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek penelitian 
selama periode tertentu. Adapun sumber data tersebut bersumber dari: 
a. Buku-buku ataupun berupa jurnal, laporan-laporan hasil penelitian 
yang pernah dilakukan, sepanjang masih ada hubungannya dengan 
tujuan penelitian ini agar diperoleh hasil yang lebih baik. 
b. Data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai 
maupun instansi-instansi terkait yang berkaitan dalam menunjang 




3.3 Model Analisis Data 
Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis linear berganda dengan menggunakan alat analisis Program Aplikasi 
Gretl. Model analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 
antara lebih dari satu variabel independent atau variabel bebas terhadap variabel 
dependent atau variabel terikat. Kemudian untuk mengestimasi parameter dalam 
model regresi linear berganda, maka digunakan metode struktural. 
Untuk melihat sejauh mana faktor (Jumlah Wisatawan, Tingkat 
Infrastruktur, dan Jumlah Objek Wisata) melalui PDRB sektor pariwisata 
berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai 
periode 2007-2016 (Time Series), digunakan analisis model regresi yang 
dinyatakan sebagai berikut : 
Y1 = f (X1, X2, X3)………………...………………………………………….(3.1) 
Y2 = f (Y1)...................……………………………………..……………….(3.2) 
Rumus persamaan Cobb Douglas : 
Y1 = α0 + α1X1 + α2X2 + α3X3 + µ1 ..……………………….……………...(3.3) 
Y2 = β0 + β1 Y1 + µ1...........................……………………………….........(3.4) 
Karena persamaan diatas adalah persamaan non linear, maka untuk 
memperoleh nilai elastisitasnya diubah menjadi persamaan linear menggunakan 
logaritma natural (Ln) sehingga menjadi : 
 Y1= ln α0+ α1 lnX1+ α2 lnX2+ α3 lnX3+ µ1 …......…….…...…………..…(3.5) 
lnY2= ln β0+ β1 Y1+ µ2 ........................................................…………...…(3.6) 
subtitusi persamaan (3.5) ke persamaan (3.6) : 
lnY2= lnβ0 + β1 (lnα0+ α1 lnX1+ α2 lnX2+ α3 lnX3+ µ1) + µ2 
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 lnY2= lnβ0 + β1 lnα0 + β1 α1 lnX1 + β1 α2 lnX2 + β1 α3 lnX3 + β1 µ1 + µ2 
 lnY2= π0 + π1 X1+ π2 X2+ π3 X3 + µ3 .……………..….…………………….(3.7) 
Dimana : 
Y1 = PDRB Sektor Pariwisata (Rupiah) 
Y2 = Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) 
X1 = Jumlah Wisatawan (Jiwa) 
X2 = Tingkat Infrastruktur (Km) 
X3 = Jumlah Objek Wisata (Buah) 
α0, β0, (β0 + α0 β1) = Konstanta 
μ1, μ2, μ3 = Error term 
π0 = lnβ0 + β1 lnα0 
π1, π2, π3 = Parameter yang akan diestimasi 
π1 = β1 α1 
π2 = β1 α2 
π3 = β1 α3 
Kriteria pengujian yang dilakukan terhadap model persamaan tersebut 
yaitu dengan menggunakan pengujian koefisien determinasi (R2), pengujian 
statistik koefisien regresi parsial (uji t), dan pengujian statistik F. 
1. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 
besarnya sumbangan dari variabel X yang mepunyai pengaruh linier 
terhadap variasi (naik turunnya) Y. Sifat-sifat R2 yaitu nilai R2 selalu non 
negatif, karena rasio dua jumlah kuadrat. Nilai koefisien determinasi adalah 
diantara nol dan satu atau 0 ≤ R2 ≤ 1. Makin besar nilai R2 maka makin 
tepat/cocok suatu garis regresi, sebaliknya makin kecil R2 maka makin tidak 
tepat garis regresi tersebut untuk mewakili data hasil observasi (Gujarati, 
2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan R2 untuk mengukur 
besarnya kontribusi variabel X terhadap variasi variabel Y. Cara yang terbaik 
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untuk mengukur kecocokan data dengan garis estimasi adalah dengan 
mengunakan R2 yang disesuaikan atau adjusted R2. 
2. Uji t-Statistik 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variable bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter 
(βi) sama dengan nol, atau Ho : βi ≤ 0 Artinya suatu variabel bebas bukan 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat atau X tidak 
mempengaruhi Y. Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak 
sama dengan nol, atau Ha : βi> 0 Artinya variable tersebut merupakan 
penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat (Gujarati, 2010). Tingkat 
signifikansi (α) yang digunakan α = 10%. Jika t hitung> t tabel, maka H0 
ditolakdan Ha diterima atau jika nilai probabilitas t < α = 0,10 maka H0 
ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, jika t hitung< t tabel, maka H0 diterima 
dan Ha ditolak. 
 
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Untuk menyatukan persepsi tentang pengertian variabel-variabel yang 
diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan batasan - 
batasan definisi operasional sebagai berikut : 
1. Pendapatan Asli Daerah (Y2), pendapatan yang diperoleh dari sektor 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah/hasil 
pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 




2. PDRB Sektor Pariwisata (Y1), menggambarkan jumlah nilai produk 
barang dan jasa akhir dari sektor pariwisata antara lain dari sub sektor 
hotel dan restauran, hiburan serta rekreasi Kabupaten Sinjai dalam 
periode tertentu (Rupiah).  
3. Jumlah wisatawan (X1) merupakan besarnya jumlah wisatawan baik 
mancanegara maupun nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Sinjai. 
Total jumlah wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Sinjai (Jiwa). 
4. Tingkat Infrastruktur (X2), merupakan panjang jalan dalam kondisi baik 
yang terdapat di Kabupaten Sinjai (Km). 
5. Jumlah Objek Wisata (X3), merupakan banyaknya jumlah objek wisata 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sinjai 
4.1.1.1 Letak Geografis dan Topografi Kabupaten Sinjai 
Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Kabupaten dari 24 
Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini 
terletak di Balangnipa. Balangnipa atau Kabupaten Sinjai berjarak sekitar ±220 
km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki Luas wilayah 819.96 km2 dan 
secara  administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 kecamatan yang terdiri dari 
80 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak ±255.368 jiwa. 
Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Sinjai pada sebelah Utara 
berbatasan Kabupaten Bone, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, 
sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, dan sebelah Barat 
berbatasan dengan Kabupaten Gowa (Malino). 
 Secara morfologi, kondisi topografi wilayah Kabupaten Sinjai sangat 
bervariasi, yaitu antara area dataran rendah hingga area pegunungan. Sekitar 
38,26% atau seluas 31,370 Ha, merupakan kawasan dataran hingga  landau 
dengan kemiringan 0-15%. Area perbukitan hingga pegunungan dengan 
kemiringan diatas 40%, diperkirakan seluas 25,625 Ha atau 31,25%, 
berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian diatas permukaan laut (dpl) 
ketinggian antara 0-1000 m lebih diatas permukaan laut. Pada dasarnya, wilayah 





4.1.1.2 Visi Kabupaten Sinjai 
Visi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018  dirumuskan sebagai 
berikut: 
“Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, Unggul dalam Kualitas 
Hidup, Terdepan dalam Pelayanan Publik” 
Maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Sinjai Bersatu yang sejahtera adalah dengan semangat persatuan 
dan keputusan serta kebersamaan membangun kebutuhan dasar 
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui 
pemanfaatan daerah yang berwawasan lingkungan; 
2. Unggul dalam kualitas hidup adalah masyarakat Sinjai terdepan 
dalam Pendidikan, kesehatan, dan rukun dalam hidup beragama serta 
rukun dan damai dalam berbagai aspek kehidupan; 
3. Terdepan dalam pelayanan publik adalah masyarakat Sinjai 
mendapatkan jaminan pelayanan yang cepat, tepat, dan terbaik 
dalam dukungan birokrasi yang handal, manajemen tata kelola 
pemerintahan yang baik, serta pelayanan dari aparatur yang bebas 
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 
4.1.1.3 Misi Kabupaten Sinjai 
Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) misi utama 
sebagai berikut: 
1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui 
kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur 
pedesaan dan perkotaan; 




3. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, 
kepemimpinan yang profesional dan amanah, serta pelayanan publik 
yang berkualitas. 
 
4.1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan 
Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Sinjai Tahun 2007-2016 
Perkembangan angka Pendapatan Asli Daerah dari waktu ke waktu 
menunjukan tren yang positif. Walaupun pada tahun 2008-2009 mengalami 
pertumbuhan yang negatif tetapi secara keseluruhan rata-rata pertumbuhannya 
tetap positif. Penurunan pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2008-
2009 sebesar 62 persen, sebuah penurunan yang cukup besar. Meskipun 
demikian, pada tahun-tahun berikutnya hingga 2016 terus mengalami 
pertumbuhan yang positif. 
Gambar 4.1 Perkembangan PAD Kabupaten Sinjai Tahun 2007-2016 
  
 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai 
 Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2008, dimana pada tahun 
tersebut pertumbuhan mencapai 114 persen, selanjutnya pertumbuhan yang 
cukup besar juga terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 88 persen, serta tahun 
2015 sebesar 52 persen. Pada tahun-tahun yang lain pertumbuhan hanya 

















Gambar 4.2 Perkembangan Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten 
Sinjai Tahun 2007-2016 
 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai 
 
Perkembangan pendapatan daerah sektor pariwisata terlihat pada 
gambar 4.2, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 172 
persen, dan tahun 2016 sebesar 99% serta tahun 2012 sebesar 60 persen. 
Walaupun pertumbuhan melebihi 100% persen, angka tertinggi pendapatan 
sektor daerah pariwisata belum mampu mencapai Rp. 250.000.000. 
Perkembangan pendapatan daerah sektor pariwisata menunjukkan tren 
yang positif sepanjang tahun 2007-2016. Meskipun demikian, pertumbuhan yang 
negatif terjadi juga pada tahun 2010 dan 2014 tetapi secara umum 
pertumbuhannya tetap positif. 
 
4.1.3 Perkembangan PDRB dan PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten Sinjai 
Tahun 2007-2016 
Gambar 4.3 Perkembangan PDRB dan PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten 
Sinjai Tahun 2007-2016 (Atas Dasar Harga Konstan) 
 























































































Linear (PDRB Sektor Pariwisata)
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PDRB total terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam 
perkembangannya dalam jangka waktu 10 tahun terakhir (2007-2016). Bahkan 
PDRB tertinggi mampu mencapai angka sebesar Rp.5.802.600.180 pada tahun 
2016. Begitu pula dengan perkembangan PDRB sektor pariwisata yang 
mengalami tren positif dari waktu ke waktu dalam periode 10 tahun terakhir. 
PDRB sektor pariwisata tertinggi mencapai angka sebesar Rp.149.244.480 juga 
pada tahun 2016. 
Pertumbuhan terbesar dari PDRB sektor pariwisata mencapai 47 persen 
pada tahun 2007. Hingga pada tahun 2016, pertumbuhannya hanya sebesar 4 
persen. Meskipun demikian, PDRB Sektor Pariwisata secara umum mengalami 
tren yang positif dari waktu ke waktu dalam periode 10 tahun terakhir. 
Berdasarkan gambar 4.3 jumlah tertinggi PDRB sektor pariwisata tertinggi 
mencapai Rp.149.244.480 di tahun 2016. 
 
4.1.4 Perkembangan Jumlah Wisatawan Kabupaten Sinjai Tahun 2007-
2016 
Jumlah Wisatawan di Kabupaten Sinjai dalam perkembangannya terus 
mengalami pertumbuhan yang positif atau dapat dikatakan dari tahun 2007 
hingga tahun 2016 menunjukkan tren yang positif. Namun pertumbuhan tersebut 
dalam 10 tahun terakhir belum mampu mencapai 50 persen. Pertumbuhan 
terbesar terjadi di tahun 2010 sebesar 29 persen berdasarkan gambar 4.4. 
Gambar 4.4 Perkembangan Jumlah Wisatawan Kabupaten Sinjai Tahun 2007-
2016 
  











Secara umum jumlah wisatawan secara konsisten tetap meningkat 
periode tahun 2007-2016. Jumlah wisatawan tertinggi sebesar 37.673 jiwa di 
tahun 2016, sedangkan jumlah wisatawan terendah sebesar 10.096 jiwa di tahun 
2007. Meskipun secara konsisten jumlah wisatawan tetap bertumbuh, seperti 
terlihat pada gambar diatas, pertumbuhannya tidak mengalami peningkatan yang 
besar dari tahun ke tahun. 
Jumlah wisatawan yang datang dan berkunjung ke daerah objek  wisata 
belum dikenakan tarif atau retribusi, padahal terlihat betapa besar potensi tarif 
dan retribusi yang mampu diperoleh ketika telah ada aturan-aturan yang 
mengatur berupa PERDA tentang retribusi daerah. 
4.1.5 Perkembangan Tingkat Infrastruktur Kabupaten Sinjai Tahun 2007-
2016 
Gambar 4.5 Perkembangan Tingkat Infrastruktur Kabupaten Sinjai Tahun 2007-
2016 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 
 
Tingkat infrastruktur dalam hal ini tentang panjang jalan kondisi baik, 
berdasarkan gambar 4.5 terlihat perkembangan panjang jalan kondisi baik di 
Kabupaten Sinjai  dari tahun 2007 hingga 2016 memiliki tren yang positif. 
Walaupun terdapat beberapa tahun panjang jalan kondisi baik mengalami 
penurunan. Pada tahun 2011 hingga 2013 panjang jalan kondisi baik mengalami 
penurunan sebesar 30 persen. Tetapi kemudian kembali meningkat pada tahun 
























































tahun 2008 yaitu sebesar 48 persen. Peningkatan yang signifikan ini terjadi 
disebabkan pembangunan memasuki era baru pasca bencana alam banjir 
bandang tahun 2006. Meskipun demikian, tahun 2016 bukannya bertumbuh, 
namun malah terjadi penurunan sebesar 5 persen. 
Jalan kondisi baik terpanjang yakni sebesar 608.75 km pada tahun 2011, 
setelah itu hingga tahun 2013 jalan kondisi baik berkurang hingga 439.99 km, 
lalu kembali meningkat sepanjang 464.53 km tahun 2014 dan 471.81 km tahun 
2015, dan pada tahun 2016 kkembali berkurang tersisa 446.36 km. Panjang jalan 
kondisi baik dengan panjang terendah terjadi di tahun 2007, hanya sepanjang 
275.86 km. 
4.1.6 Perkembangan Jumlah Objek Wisata Kabupaten Sinjai Tahun 2007-
2016 
Gambar 4.6 Perkembangan Jumlah Objek Wisata Kabupaten Sinjai Tahun 2007-
2016 
  
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sinjai 
 
Objek Wisata merupakan salah satu faktor selain jumlah wisatawan dan 
tingkat infrastruktur yang diharapkan memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan pendapatan asli daerah melalui kontribusi PDRB sektor pariwisata. 
Gambar 4.6 diatas merupakan perkembangan jumlah objek wisata Kabupaten 
Sinjai tahun 2007-2016. 
Berdasarkan gambar 4.6, perkembangan jumlah objek wisata memiliki 
tren yang positif. Pada tahun 2007 jumlah objek wisata sebanyak 47 buah. 
















persen. Pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhannya hanya dibawah 60 
persen, mulai tahun 2009 pertumbuhan hanya sebesar 4 persen, lalu tahun 2010 
meningkat dimana pertumbuhan sebesar 9 persen, kemudian pertumbuhan 
kembali menurun dari tahun 2011 sebesar 6 persen hingga tahun 2012 sebesar 
2 persen.    
Perkembangan jumlah objek wisata menunjukkan rata-rata pertumbuhan 
jumlah objek wisata dari tahun ke tahun hanya sebesar 12 persen dan hanya 
pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Ada beberapa hal 
yang membuat pertumbuhan jumlah objek wisata tidak terlalu besar yaitu pada 
periode tahun 2007-2016 pariwisata belum menjadi sektor unggulan atau 
pembangunan pariwisata belum menjadi prioritas dan sulitnya akses menuju 
daerah yang potensial menjadi objek wisata. Selain itu, masyarakat juga masih 
enggan untuk menerima daerah mereka dijamah menjadi tempat umum sebagai 
objek wisata dan masih menganggap kedatangan wisatawan hanya akan 
membuat tanah mereka menjadi kotor atau dirusak. Hingga pada tahun 2016, 
tercatat bahwa seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Sinjai belum memiliki 
aturan-aturan atau payung hukum seperti PERDA yang mengatur tentang tarif 
dan retribusi. 
4.1.7 Potensi Pariwisata Kabupaten Sinjai 
Pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Sinjai, dari 
3 (tiga) potensi unggulan lainnya yakni industri, pertanian dan peternakan, serta 
kelautan perikanan, sejak pemerintahan Bupati H. Sabirin Yahya. Oleh karena 
itu, pariwisata memiliki potensi yang mampu memberikan pengaruh besar 
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai, jika mampu 
dikelola secara efektif dan dimanfaatkan secara efisien. 
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Kabupaten Sinjai merupakan sebuah salah satu wilayah yang memiliki 
ragam kekayaan potensi wisata, baik itu wisata alam, wisata budaya, wisata 
bahari, dan wisata komersial. Objek wisata alam yang terdapat di Sinjai seperti 
Hutan Mangrove Tongke-tongke di Kecamatan Sinjai Timur, Taman Hutan 
Rakyat (TAHURA) di Kecamatan Sinjai Borong, Air Terjun Barania di Kecamatan 
Sinjai Barat, dan masih banyak lagi. Objek wisata budaya yang terdapat di 
Kabupaten Sinjai seperti Benteng Balangnipa di Kecamatan Sinjai Utara, Taman 
Purbakala Batu Pake Gojeng yang juga berada di Kecamatan Sinjai Utara, 
Rumah Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo, dan masih banyak lagi. 
Selain itu, objek wisata bahari yang paling terkenal saat ini adalah Pulau-pulau 
Sembilan di Kecamatan Pulau Sembilan. Terakhir, untuk objek wisata komersil 
terdapat Pameran Kabupaten Sinjai yang tiap tahun diadakan, dimana kegiatan 
ini juga bertujuan sebagai Pesta Rakyat masyarakat di Kabupaten Sinjai. 
Atraksi wisata di Kabupaten Sinjai 2 (dua) tahun belakangan ini mulai 
ramai dikunjungi oleh wisatawan karena letak Kabupaten Sinjai yang strategis, 
berada di dataran rendah (pesisir) dan pegunungan. Promosi juga genjot 
dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baik itu melalui media cetak 
ataupun media sosial.  
Kedepannya dengan berlimpahnya potensi yang ada pada sektor 
pariwisata serta pemerintah daerah serius untuk mengelola serta 
mengembangkan segala wisata-wisata yang ada, bukan tidak mungkin pada 5-7 
tahun yang akan datang pariwisata sinjai mampu bersaing dengan pariwisata 
yang ada di daerah tetangga seperti Bulukumba, Soppeng, Bantaeng, Takalar, 





4.2 Hasil Estimasi 
Tabel 4.1 Hasil Estimasi Pengaruh Secara Tidak Langsung Jumlah Wisatawan, 
Tingkat Infrastruktur, dan Jumlah Objek Wisata Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah melalui PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten 
Sinjai Tahun 2007-2016 
Variable Coefficient Std-Error t-Statistic Prob. 
C 5.15511 1.82432 2.826 0.0047 
Jumlah Wisatawan 0.900815 0.313513 2.873 0.0041 
Tingkat Infrastruktur 0.476122 0.230692 2.064 0.0390 
Jumlah Objek Wisata 0.290625 0.536329 0.5419 0.5879 
R-Squared 0.969720 
Sumber: Olah Data Gretl, 2017 
 
Berdasarkan tabel 4.1 diatas, variabel jumlah wisatawan (X1) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah 
(Y2) melalui variabel PDRB sektor pariwisata (Y1), hal ini dilihat dari nilai 
koefisien sebesar 0,900815 dan nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 
5% (α=0,05) yaitu 0.0041. Dimana ketika terjadi kenaikan pada jumlah wisatawan 
sebesar 1% secara tidak langsung melalui PDRB sektor pariwisata akan 
menyebabkan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,91% di 
Kabupaten Sinjai dalam periode 2007-2016.  
Kemudian, variabel tingkat infrastruktur (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y2) melalui variabel PDRB 
sektor pariwisata (Y1), hal ini dilihat dari nilai koefisien sebesar 0.476122 dan 
nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (α=0,05) yaitu 0.0390. 
Dimana ketika terjadi kenaikan pada tingkat infrastruktur sepanjang 1% secara 
tidak langsung melalui PDRB sektor pariwisata akan menyebabkan peningkatan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,48% di Kabupaten Sinjai dalam 
periode 2007-2016.  
Disamping itu, variabel jumlah objek wisata (X3) tidak memiliki pengaruh 
terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y2) melalui variabel PDRB Sektor 







probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 5% (α=0,05) yaitu 0.5879. Maka 
dari itu setiap terjadi penurunan atau peningkatan pada jumlah objek wisata tidak 
mempengaruhi terjadinya penurunan atau peningkatan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah melalui PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai dalam periode 
2007-2016.  
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Pengaruh Secara Langsung PDRB Sektor Pariwisata 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007-
2016 
Variable Coefficient Std-Error t-Statistic Prob. 
C 9.63070        7.02306      1.371 0.1703 
PDRB sektor 
pariwisata 
0.786391       0.382648     2.055 0.0399 
R-Squared 0.332244    
   Sumber: Olah Data Gretl, 2017 
 
Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.2 diatas, variabel PDRB Sektor 
Wisata (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli 
Daerah (Y2). Hal ini dilihat dari nilai koefisien sebesar 0.786391 dan nilai 
probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (α=0,05) yaitu 0.0399. Dimana 
ketika terjadi kenaikan pada PDRB sektor pariwisata senilai 1% akan 
menyebabkan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 
0,79% di Kabupaten Sinjai dalam periode 2007-2016. 
Gambar 4.7  Kerangka Konsep dengan Hasil Estimasi 
 
 
     







** : Signifikan pada α = 5% 




















4.3.1 Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Berdasarkan hasil estimasi, secara tidak langsung variabel jumlah 
wisatawan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pendapatan 
Asli Daerah (Y2) melalui variabel PDRB Sektor Pariwisata (Y1), hal ini dilihat dari 
nilai koefisien sebesar 0,900815 dan nilai probabilitas lebih kecil dari taraf 
signifikansi 5% (α=0,05) yaitu 0.0041. 
Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Austriana (2005) 
bahwa semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka 
semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, 
paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di 
daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan 
wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di 
daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan 
mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari 
sektor pariwisata suatu daerah. 
Sesuai dengan penjelasan tersebut, terlihat pula dari data perkembangan 
jumlah wisatawan bahwa dari tahun 2007-2016 mengalami tren yang positif, 
sama halnya dengan PDRB sektor pariwisata sepanjang periode tahun 2007-
2016 terus mengalami kenaikan, serta pendapatan asli daerah yang juga 
mengalami tren yang positif tahun 2007-2016. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah 
melalui PDRB sektor pariwisata.  
Jumlah Wisatawan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap PAD dan 
harus melalui pengaruh PDRB Sektor Pariwisata dulu, karena seluruh objek 
wisata yang ada belum menetapkan tarif ataupun retribusi kepada setiap 
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wisatawan yang datang berkunjung ke daerah objek wisata, padahal 
berdasarkan data dan hasil analisis terlihat jelas bahwa jumlah wisatawan ini 
memiliki potensi yang besar dalam meningkatan PAD, dimana hampir tiap tahun 
jumlah wisatawan terus meningkat.  
Berdasarkan hipotesis yang telah diungkapkan bahwa jumlah wisatawan 
berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah melalui PDRB sektor 
pariwisata. Hal ini terbukti sesuai dengan hasil estimasi yang telah dilakukan dan 
terlihat pada tabel 4.1. 
4.3.2 Pengaruh Tingkat Infrastruktur Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Berdasarkan hasil estimasi, secara tidak langsung variabel tingkat 
infrastruktur (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
Pendapatan Asli Daerah (Y2) melalui variabel PDRB Sektor Pariwisata (Y1), hal 
ini dilihat dari nilai koefisien sebesar 0.476122 dan nilai probabilitas lebih kecil 
dari taraf signifikansi 5% (α=0,05) yaitu 0.0390. 
Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Sumarno (2010) yang 
mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek 
penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun 
regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda 
penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi 
suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersedian 
infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. 
Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan 
memacu pertumbuhan ekonomi. Sehingga, semakin baik kondisi infrastruktur di 
Kabupaten Sinjai, yang dalam hal ini kondisi dan panjang jalan, maka akan 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai, melalui 
pengaruh PDRB sektor pariwisata Kabupaten Sinjai. 
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Dilihat dari data bahwa tingkat infrastruktur mengalami tren meningkat 
dari tahun 2007-2016. Begitu pula dengan PDRB sektor pariwisata dan PAD 
yang trennya juga terus meningkat. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan 
bahwa tingkat infrastruktur berpengaruh positif terhadap PAD melalui PDRB 
sektor pariwisata. 
Berdasarkan hipotesis yang diungkapkan bahwa tingkat infrastruktur 
berpengaruh positif dan signifikan terbukti sesuai dengan hasil estimasi yang 
telah dilakukan pada tabel 4.1. 
4.3.3 Pengaruh Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Berdasarkan hasil estimasi, secara tidak langsung variabel jumlah objek 
wisata (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah 
(Y2) melalui variabel Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata (Y1), hal ini dilihat 
dari nilai koefisien sebesar 0.290625 dan nilai probabilitas lebih besar dari taraf 
signifikansi 5% (α=0,05) yaitu 0.5879. 
Hal ini sejalan dengan teori yang telah diungkapkan Yoeti (1992) bahwa 
jika suatu objek wisata harus memiliki tiga persyaratan yakni something to see, 
something to do, dan something to buy. Dimana banyak objek wisata yang 
tersedia di Kabupaten Sinjai belum memenuhi ketiga persyaratan tersebut 
sehingga jumlah objek wisata tidak akan mempengaruhi peningkatan PDRB 
sektor pariwisata maupun peningkatan PAD. 
Penelitian ini juga sejalan dengan hasil yang telah dilakukan oleh ikhsan 
(2015) yang mengatakan bahwa jumlah obyek wisata tidak berpengaruh 
terhadap pendapatan asli daerah.  Sama halnya dengan penelitian yang dilakuka 
oleh Ibrianti (2014) bahwa jumlah objek wisata tidak memiliki dampak terhadap 
pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena adanya objek wisata yang 
ada di daerah tersebut tidak dikelola oleh pemerintah maupun swasta, namun 
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masyarakat setempat yang mengelolah tempat wisata tersebut, sehingga dana 
yang didapatkan belum dimasukkan dalam retribusi pajak atau pendapatan 
daerah tersebut. 
Jumlah objek wisata tidak memiliki pengaruh langsung terhadap PAD dan 
harus melalui PDRB Sektor Pariwisata, karena tiap-tiap objek wisata yang ada 
belum memiliki payung hukum ataupun PERDA yang mengatur tentang tarif dan 
retribusi. Objek wisata yang ada hampir semuanya masih dikelola oleh 
masyarakat setempat dan hanya beberapa yang mulai dikelola oleh pemerintah. 
Maka dari itu hipotesis yang telah diungkapkan bahwa jumlah obyek wisata 
berpengaruh positif dan signifikan terbukti tidak sesuai dengan hasil estimasi 







KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil 
analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
a. Jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRB sektor 
pariwisata di Kabupaten Sinjai periode tahun 2007-2016. 
Mengindikasikan bahwa terdapat hubungan kuat, yakni setiap 
kenaikan/penurunan jumlah wisatawan akan mengakibatkan 
kenaikan/penurunan pula pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 
PDRB sektor pariwisata. 
b. Tingkat infrastruktur mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRB 
sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai periode tahun 2007-2016. 
Mengindikasikan bahwa terdapat hubungan kuat, yakni setiap 
kenaikan/penurunan tingkat infrastruktur akan mengakibatkan 
kenaikan/penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRB 
sektor pariwisata. 
c. Jumlah objek wisata tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) melalui variabel PDRB sektor pariwisata di Kabupaten 
Sinjai periode tahun 2007-2016. Mengindikasikan bahwa tidak adanya 
hubungan, yakni setiap kenaikan/penurunan jumlah objek wisata tidak 
akan mengakibatkan kenaikan/penurunan pada Pendapatan Asli Daerah 




Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat 
diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 
a. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor pariwisata 
menuju peningkatan sektor pariwisata, perlu melibatkan pihak-pihak 
terkait, antara lain pemerintah, lembaga kepariwisataan yang terkait, dan 
masyarakat, untuk bersama-sama mendorong kebijakan demi 
pengembangan dan peningkatan terjadi pada sektor pariwisata di 
Kabupaten Sinjai. Hal tersebut dapat dimungkinkan apabila pengelolaan 
sektor pariwisata dilakukan dimulai pada hal dasar seperti pengelolaan 
sektor pariwisata secara serius dan konsisten. 
b. Peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata terjadi jika mencermati 
permintaan wisatawan, meningkatkan posisi tawaran potensi wisata, 
hingga pada meningkatkan pemasaran wisata melalui promosi wisata. 
Contoh kecilnya adalah ketersediaan hotel yang memanjakan wisatawan 
dari segi pelayanan hingga sarana yang ada di hotel tersebut, hingga 
penyediaan Tour Guide yang professional dan berpengalaman dalam 
mendampingi wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Selain 
itu, masih perlunya toko-toko souvenir ditiap objek wisata, sekitaran objek 
wisata, maupun dibuatkan suatu daerah pusat souvenir, dan souvenir 
yang dijual adalah segala sesuatu yang menjadi ciri khas dari Kabupaten 
Sinjai. 
c. Perbaikan kondisi jalan yang rusak mesti digenjot oleh pemerintah 
daerah, dikarenakan setiap wisatawan pastinya ingin berwisata dengan 
selamat mulai dari berangkat dari penginapan ataupun daerah asal 
hingga sampai di daerah tujuan wisata. Sehingga dengan semakin 
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baiknya kondisi jalan yang ada akan memudahkan hingga menjadikan 
perjalanan wisatawan lebih aman dan nyaman. Dengan begitu wisatawan 
menjadi lebih tertarik untuk datang berwisata. 
d. Objek Wisata yang telah ada memerlukan perbaikan dan perawatan agar 
lebih baik, bukan malah menutup tempat wisata tersebut. Tempat-tempat 
wisata baru pun mestinya dibuat setelah belajar dari kekurangan-
kekurangan yang ada pada objek wisata yang kurang begitu menarik 
wisatawan. Jika suatu objek wisata telah dikelola dengan baik, mulai dari 
sarana pendukung telah tersedia, keamanan telah tersedia di objek 
wisata, hingga tersedianya papan informasi yang akan memudahkan 
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Tabel 6.1 Data PAD, PDRB Sektor Pariwisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat 

































2007 15,889,621,615 31,105,770 10,096 275.86 47 
2008 34,024,071,100 55,041,440 12,761 408.92 75 
2009 12,784,921,728 60,434,950 15,429 539.02 78 
2010 15,183,849,532 100,604,120 19,879 584.19 85 
2011 17,479,098,959 108,847,440 20,326 608.75 90 
2012 21,290,709,670 118,350,230 23,563 507.15 92 
2013 26,346,464,253 123,405,360 27,058 439.99 98 
2014 49,651,347,840 135,795,590 27,347 464.53 108 
2015 75,600,490,773 143,468,280 32,075 471.81 116 
2016 79,470,988,192 149,244,480 37,673 446.36 119 










Gambar 6.1 Hasil Estimasi Antar Variabel Menggunakan Aplikasi Gretl 
Equation system, Two-Stage Least Squares 
 
Equation 1: TSLS, using observations 2007-2016 (T = 10) 
Dependent variable: l_Y2__rupiah_ 
Instruments: const l_x1__jiwa_ l_x2__km_ l_x3__buah_  
 
                  coefficient   std. error     z     p-value 
  ---------------------------------------------------------- 
  const            9.63070       7.02306     1.371   0.1703  
  l_Y1__rupiah_    0.786391      0.382648    2.055   0.0399  ** 
 
Mean dependent var   24.05904   S.D. dependent var   0.670951 
Sum squared resid    2.708392   S.E. of regression   0.581850 
R-squared            0.332244   Adjusted R-squared   0.248774 
 
Equation 2: TSLS, using observations 2007-2016 (T = 10) 
Dependent variable: l_Y1__rupiah_ 
Instruments: const l_x1__jiwa_ l_x2__km_ l_x3__buah_  
 
                coefficient   std. error     z      p-value 
  --------------------------------------------------------- 
  const          5.15511       1.82432     2.826    0.0047  *** 
  l_x1__jiwa_    0.900815      0.313513    2.873    0.0041  *** 
  l_x2__km_      0.476122      0.230692    2.064    0.0390  ** 
  l_x3__buah_    0.290625      0.536329    0.5419   0.5879  
 
Mean dependent var   18.34753   S.D. dependent var   0.514715 
Sum squared resid    0.072200   S.E. of regression   0.109697 
R-squared            0.969720   Adjusted R-squared   0.954579 
 
Cross-equation VCV for residuals 
(correlations above the diagonal) 
 
      0.27084     (-0.189) 
   -0.0083512    0.0072200 
 
log determinant = -6.27344 
Breusch-Pagan test for diagonal covariance matrix: 
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